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Abstract

Health laws in Indonesia have undergone various changes throughout history to address
the challenges of the times, community needs, and socio-political dynamics. This study
analyses these changes, their impacts, and implications for the national health system.
Regulatory improvements demonstrate the government's efforts to improve access to
health services, strengthen service quality, and provide protection against public health
threats. However, the implementation of these laws often faces obstacles such as
infrastructure limitations, funding, and regional disparities. These changes also have
significant social and economic implications, including improved quality of life, economic
productivity, and strengthened investment in the health sector. This study highlights the
importance of cross-sectoral collaboration and effective policy communication to ensure
the sustainability of reforms, create an inclusive health system, and meet the needs of the
community optimally.

Keywords: Analysis, History, Health Law Reform, Indonesia, Impacts and Implications.

Abstrak

Undang-Undang Kesehatan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan
sepanjang sejarah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, kebutuhan
masyarakat, dan dinamika sosial-politik. Kajian ini menganalisis perubahan tersebut,
dampaknya, serta implikasinya terhadap sistem kesehatan nasional. Perbaikan regulasi
menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan,
memperkuat kualitas pelayanan, serta memberikan perlindungan terhadap ancaman
kesehatan masyarakat. Namun, implementasi undang-undang ini sering menghadapi
hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, pendanaan, dan ketimpangan wilayah.
Perubahan ini juga memberikan implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk
peningkatan kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, dan penguatan
investasi di sektor kesehatan. Studi ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor
dan komunikasi kebijakan yang baik untuk menjamin keberlanjutan reformasi,
menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, serta memenuhi kebutuhan masyarakat
secara optimal.

Kata Kunci: Analisis, Sejarah, Perubahan Undang-Undang Kesehatan, Indonesia,
Dampak dan Implikasinya.
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Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional.
Sebagai hak dasar manusia, kesehatan tidak hanya berperan dalam meningkatkan
kualitas hidup individu, tetapi juga menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan
suatu bangsa secara keseluruhan. Tanpa kesehatan yang baik, masyarakat tidak dapat
berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan produktif, yang pada akhirnya berdampak
pada stagnasi ekonomi dan kesejahteraan (Lestari, 2020). Kebijakan kesehatan hadir
sebagai instrumen negara untuk menjamin terpenuhinya hak atas layanan kesehatan
bagi setiap individu, termasuk kelompok rentan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka
panjang yang mendukung terciptanya sumber daya manusia yang produktif, kompeten,
dan berdaya saing di tingkat global. Maka, kebijakan kesehatan yang efektif, inklusif,
dan berkelanjutan menjadi syarat utama bagi sebuah negara dalam mengelola sistem
kesehatan yang dapat mendorong kemajuan di berbagai sektor Pembangunan (Yuliana,
2023).

Selain itu, kebijakan kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesehatan yang optimal memengaruhi
pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pendidikan, hingga terciptanya stabilitas
sosial. Dengan pengelolaan sektor kesehatan yang baik, negara mampu memitigasi
berbagai risiko kesehatan masyarakat, seperti pandemi, malnutrisi, penyakit menular,
dan penyakit tidak menular, yang dapat membendung potensi pertumbuhan bangsa
(Hasan, 2021). Kebijakan kesehatan juga mengintegrasikan berbagai aspek strategis,
seperti jaminan layanan kesehatan universal, penguatan tenaga medis, teknologi
kesehatan, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan
kesehatan tidak hanya terlihat dari cakupan layanan yang diberikan, tetapi juga dari
kontribusinya dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh
(Hardiyanto, 2021).

Di Indonesia, pengelolaan sektor kesehatan diarahkan melalui berbagai regulasi
yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, politik,
dan kebutuhan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan kesehatan
di negara ini adalah Undang-Undang Kesehatan, yang diupayakan untuk menjamin
akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan (Wirawan, 2022).

Sejak pertama kali disahkan, Undang-Undang Kesehatan di Indonesia telah
mengalami beberapa revisi atau perubahan yang signifikan untuk menyesuaikan diri
dengan tantangan zaman. Perubahan ini mencakup aspek-aspek penting seperti
pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan melalui BPJS,
penyediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta penguatan regulasi farmasi dan
obat-obatan (Gunawan, 2021). Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
sistem kesehatan, perubahannya sering kali menimbulkan perdebatan di masyarakat
terkait implikasi sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa kebijakan baru bahkan
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menimbulkan ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di
daerah terpencil dan kelompok rentan (Dirgantara, 2023).

Polemik tersebut menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Kesehatan
tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga menyentuh berbagai kepentingan yang
kompleks. Di satu sisi, adanya revisi ini menunjukkan pemerintah berupaya menyikapi
perubahan kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, ketidaksiapan implementasi
maupun ketidakjelasan dalam regulasi seringkali memicu berbagai permasalahan baru,
seperti tumpang tindih kebijakan, beban finansial masyarakat, hingga masalah kualitas
tenaga medis dan fasilitas Kesehatan (Hidayati, 2024).

Sayangnya, hingga saat ini masih terbatas kajian mendalam yang mengeksplorasi
sejarah perubahan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia serta bagaimana dampak
dan implikasinya terhadap masyarakat, layanan kesehatan, dan pemangku kepentingan
terkait. Padahal, analisis terhadap sejarah dan pola perubahan regulasi ini dapat
memberikan wawasan strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan kesehatan ke
depannya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis
sejarah perubahan pada Undang-Undang Kesehatan di Indonesia, serta
mengidentifikasi dampak dan implikasinya dari berbagai perspektif. Harapannya, hasil
penelitian ini dapat menjadi landasan rekomendasi yang komprehensif bagi pembuat
kebijakan untuk meningkatkan tata kelola kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif.

Metode Penelitian

Kajian pada penelitian ini menggunakan metode literatur. Metode penelitian
literatur adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengandalkan sumber-sumber
tertulis sebagai data utama untuk mengkaji suatu topik atau permasalahan. Penelitian
ini biasanya berbasis pada analisis berbagai referensi, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah,
dokumen, dan laporan penelitian sebelumnya (Green et al., 2006); (Galvan & Galvan,
2017). Tujuannya adalah untuk memahami dan mengidentifikasi informasi, teori, konsep,
atau temuan yang relevan untuk memperkaya perspektif peneliti terhadap isu yang
diangkat tanpa intervensilangsung terhadap objek yang dikaji. Metode ini sangat cocok
digunakan ketika peneliti ingin menemukan pola, tren, atau hubungan dalam literatur
yang ada, serta membangun kerangka teori tertentu. Penelitian literatur juga sering
menjadi langkah awal untuk meninjau ulang perkembangan penelitian sebelumnya dan
menentukan celah penelitian yang dapat dijadikan fokus studi lebih lanjut (Torraco,
2005).

Hasil dan Pembahasan
Sejarah Perubahan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia

Undang-Undang Kesehatan di Indonesia memiliki sejarah panjang yang
mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan,
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serta perubahan sistem pemerintahan. Undang-Undang pertama yang secara khusus
mengatur tentang kesehatan di Indonesia lahir pada masa Orde Baru, yaitu Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Pada masa ini, tujuan
utama regulasi tersebut adalah memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang terpusat. UU ini lebih menekankan pada penyediaan layanan
kesehatan dasar bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
(Lestari, 2020).

Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan kebutuhan dan keadaan
masyarakat Indonesia, termasuk bertambahnya kompleksitas masalah kesehatan,
seperti munculnya penyakit tidak menular dan meningkatnya tuntutan akan layanan
kesehatan yang berkualitas. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengganti UU lama
dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. UU ini
merupakan langkah pertama pemerintah dalam memberikan pendekatan yang lebih
komprehensif terhadap kesehatan, mencakup promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif secara lebih sistematis. Penekanan pada peran masyarakat dan
pelaksanaan pelayanan kesehatan secara mandiri juga mulai muncul dalam regulasi baru
ini (Yuliana, 2023).

Pasca reformasi, kebutuhan akan penyelenggaraan layanan kesehatan yang
lebih adil, merata, dan berbasis hak asasi manusia semakin mendesak. Hal ini membawa
Indonesia pada perubahan signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. UU ini mengakomodasi perkembangan paradigma kesehatan
modern, seperti penguatan infrastruktur kesehatan, penerapan standar mutu
pelayanan, serta komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia di sektor
kesehatan. Selain itu, UU ini juga menggarisbawahi pentingnya sistem pembiayaan yang
berkeadilan bagi masyarakat, seperti melalui program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) (Hasan, 2021).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mencerminkan komitmen
pemerintah dalam memenuhi hak rakyat atas kesehatan. Dalam UU ini ditegaskan
bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap
fasilitas kesehatan, baik melalui sektor pemerintah maupun swasta. Regulasi ini pun
memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola dan menyediakan layanan
kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat, sebagai bentuk implementasi
otonomi daerah (Hardiyanto, 2021).

Namun, tantangan dalam sektor kesehatan seperti keterbatasan akses,
pembiayaan yang belum merata, serta ancaman pandemi global memunculkan
kebutuhan untuk pembaharuan UU tersebut. Pemerintah kemudian merancang
perubahan regulasi yang lebih relevan, salah satunya melalui revisi terhadap Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009. Perubahan ini diharapkan dapat mengakomodasi
perkembangan teknologi kesehatan, meningkatkan sistem manajemen risiko dalam
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menangani kondisi darurat, serta menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dalam
menjawab kebutuhan masyarakat secara dinamis (Wirawan, 2022).

Revisi terhadap UU Kesehatan juga mempertimbangkan peran dunia
internasional, termasuk komitmen Indonesia terhadap pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Aspek kesehatan kini tidak hanya dilihat sebagai
layanan dasar, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam menunjang produktivitas nasional
dan meningkatkan daya saing negara. Dalam implementasi revisi UU, pendekatan
berbasis teknologi informasi, seperti telemedicine dan digitalisasi kesehatan, semakin
diperkuat untuk menjawab tantangan era digital (Gunawan, 2021).

Proses perubahan UU juga melibatkan dialog publik yang intensif antara
pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat. Hal ini
dilakukan untuk memastikan regulasi kesehatan di Indonesia mencakup kepentingan
semua pihak. Dialog ini juga bertujuan untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti
yang sejalan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia
(Dirgantara, 2023).

Di tengah upaya penyempurnaan regulasi, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak
tahun 2020 semakin menjadi pengingat pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan
responsif. Pandemi tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem kesehatan yang
perlu diperbaiki, seperti koordinasi antar instansi, kesiapan infrastruktur kesehatan,
hingga pengelolaan sumber daya manusia. Masalah-masalah ini menjadi salah satu
pendorong utama untuk menguatkan substansi UU Kesehatan yang sedang mengalami
revisi (Hidayati, 2024).

Sejarah perubahan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia tidak hanya
mencerminkan perkembangan sistem kesehatan, tetapi juga dinamika sosial dan politik
yang memengaruhi keputusan negara. Regulasi yang berubah dari waktu ke waktu
menunjukkan bahwa kesehatan merupakan sektor yang terus berkembang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perjalanan perubahan UU Kesehatan
menjadi bukti pentingnya adaptasi kebijakan yang proaktif untuk mendukung
pembangunan nasional di tengah tantangan global yang makin kompleks (Puspita,
2023).

Dengan demikian, pemerintah terus berupaya menyempurnakan regulasi
kesehatan guna menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Perubahan-
perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kesehatan masyarakat
terjamin, terutama dengan menempatkan layanan kesehatan sebagai pilar utama dalam
pembangunan manusia. Undang-Undang Kesehatan di Indonesia diharapkan dapat
menjadi landasan yang kokoh bagi negara dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,
produktif, dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.
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Dampak Perubahan Undang-Undang Kesehatan

Perubahan Undang-Undang Kesehatan seringkali diperlukan  untuk
menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Perubahan ini dapat memberikan dampak signifikan dalam berbagai aspek terkait
kesehatan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa setiap perubahan yang dilakukan
selalu mengundang tanggapan positif dan negatif dari berbagai pihak termasuk
pemerintah, tenaga medis, dan Masyarakat (Rahmatullah, 2020).

Salah satu dampak positif dari perubahan Undang-Undang Kesehatan adalah
peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Dengan regulasi yang lebih modern
dan adaptif, diharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan
kesehatan yang lebih merata. Ini termasuk kemudahan akses untuk penduduk di daerah
terpencil yang selama ini seringkali kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang memadai (Wirawan, 2022).

Selain akses, perubahan undang-undang ini juga berpotensi meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan. Adanya standar-standar baru yang lebih tinggi dan ketat
dapat memicu peningkatan kompetensi tenaga medis. Pendidikan dan pelatihan yang
ditingkatkan menjadi bagian penting dari upaya ini sehingga tenaga medis bisa
memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas (Kurniawan, 2020).

Regulasi baru juga biasanya mencakup pengelolaan biaya kesehatan yang lebih
efisien. Ketika pengeluaran untuk layanan kesehatan dapat dikontrol dengan baik, maka
biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat bisa ditekan. Ini diharapkan dapat
meringankan beban finansial yang selama ini menjadi keluhan bagi banyak pasien (Adi,
2023).

Namun, perubahan undang-undang tidak selalu mulus dan tanpa kendala. Salah
satu tantangan yang muncul adalah resistensi dari pihak-pihak yang belum siap atau
tidak setuju dengan perubahan tersebut. Contohnya, tenaga medis yang harus
mengikuti pelatihan tambahan atau beradaptasi dengan prosedur baru mungkin merasa
terbebani (Pradipta, 2021).

Selain itu, perubahan juga dapat menimbulkan biaya tambahan pada tahap awal
implementasinya. Pemerintah harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk sosialisasi
dan penyesuaian infrastruktur. Hal ini mungkin dianggap memberatkan bagi anggaran
negara, terutama ketika dihadapkan dengan kebutuhan prioritas lainnya (Lestari, 2020).

Dampak perubahan ini juga penting diawasi dari perspektif hukum. Penegakan
hukum yang kurang optimal terhadap regulasi baru bisa menyebabkan tujuan
perubahan undang-undang tidak tercapai. Pengawasan yang ketat diperlukan agar
tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu (Taufik, 2024).

Tidak kalah penting adalah dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan adanya perubahan ini, masyarakat diharapkan lebih sadar dan peduli terhadap
kesehatan mereka. Peningkatan kesadaran ini bisa memicu perilaku hidup sehat yang
berdampak positif jangka panjang bagi kesehatan nasional (Fauzi, 2022).
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Secara keseluruhan, perubahan Undang-Undang Kesehatan merupakan langkah
yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Meskipun tidak
luput dari tantangan, dampak positif yang dihasilkan baik bagi akses layanan, kualitas
pelayanan, efisiensi biaya, serta kesadaran masyarakat akan kesehatan menjadikan
perubahan ini sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara luas.

Implikasi Perubahan Terhadap Kebijakan Kesehatan Masa Depan

Perubahan yang terjadi di dunia, baik dalam aspek teknologi, sosial, maupun
lingkungan, memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan kesehatan. Teknologi,
misalnya, telah menjadi faktor kunci dalam transformasi sistem kesehatan modern.
Dengan adanya kecerdasan buatan (Al), big data, dan telemedicine, kebijakan
kesehatan kini berorientasi pada efisiensi, personalisasi, dan aksesibilitas yang lebih
luas. Namun, kemajuan ini juga menuntut pembenahan regulasi agar teknologi dapat
diterapkan secara optimal, tanpa menimbulkan kesenjangan (Gunawan, 2021).

Salah satu implikasi terbesar adalah perlunya integrasi teknologi dengan sistem
pelayanan kesehatan. Penggunaan aplikasi telemedicine dan perangkat wearable
semakin banyak digunakan untuk memantau kondisi kesehatan individu secara real-
time. Kebijakan kesehatan masa depan perlu memperhatikan bagaimana mengelola
data yang dihasilkan, mengingat pentingnya privasi dan keamanan informasi. Regulasi
terkait perlindungan data pribadi menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi
(Santoso, 2025).

Perubahan demografi juga memainkan peran penting dalam membentuk
kebijakan kesehatan. Meningkatnya usia harapan hidup dan populasi lansia
membutuhkan kebijakan yang berfokus pada pelayanan kesehatan untuk penyakit
degeneratif, seperti diabetes, hipertensi, dan demensia. Pemerintah harus mulai
merancang kebijakan yang mendukung sistem perawatan jangka panjang, baik di rumah
maupun di fasilitas perawatan khusus, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan
anggaran (Pratama, 2022).

Di sisi lain, peningkatan urbanisasi dan perubahan gaya hidup memicu
peningkatan penyakit tidak menular (non-communicable diseases). Pola makan yang
kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta meningkatnya stres akibat tekanan hidup
di perkotaan, menuntut kebijakan pencegahan berbasis promosi kesehatan. Hal ini
melibatkan pendidikan masyarakat dan penciptaan lingkungan sehat yang mendukung
perubahan perilaku (Dewi, 2022).

Kondisi lingkungan juga memberikan dampak langsung terhadap sistem
kesehatan. Pemanasan global, pencemaran udara, dan bencana alam yang lebih sering
terjadi menuntut kebijakan yang tanggap terhadap isu kesehatan lingkungan. Penyakit
yang terkait dengan perubahan iklim, seperti penyakit tropis, infeksi saluran
pernapasan, dan alergi, membutuhkan respons cepat dari sistem kesehatan yang
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adaptif. Kebijakan masa depan harus memasukkan komponen mitigasi dan adaptasi
terhadap ancaman ini (Susanti, 2022).

Selain itu, pandemi global seperti COVID-19 memberikan pelajaran mendalam
tentang kelemahan sistem kesehatan saat ini. Kebijakan kesehatan masa depan harus
bersiap menghadapi ancaman serupa dengan investasi besar dalam kesiapsiagaan,
penguatan infrastruktur kesehatan, dan pelatihan tenaga medis. Pengembangan
kapasitas produksi vaksin, pengelolaan rantai pasok obat, serta merancang respons
krisis yang cepat menjadi prioritas (Ramadhani, 2023).

Di sisi lain, disparitas akses terhadap layanan kesehatan masih menjadi isu yang
mendesak, terutama di negara berkembang. Kebijakan kesehatan masa depan perlu
berfokus pada pemerataan akses pelayanan, baik dari segi geografis maupun ekonomi.
Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh semua
kalangan tanpa diskriminasi, melalui subsidi, kemitraan, atau teknologi yang
mendekatkan pelayanan ke masyarakat terpencil (Santoso, 2025).

Peran serta masyarakat juga menjadi elemen penting dalam kebijakan kesehatan
masa depan. Kebijakan yang hanya terfokus pada pendekatan top-down akan sulit
mencapai keberhasilan tanpa partisipasi aktif masyarakat. Dengan meningkatkan
edukasi kesehatan melalui program berbasis komunitas, masyarakat dapat menjadi
agen perubahan yang mendukung pencapaian tujuan kesehatan global (Susanti, 2022).

Secara keseluruhan, perubahan dunia saat ini menjadi tantangan sekaligus
peluang untuk merancang kebijakan kesehatan yang lebih inovatif, inklusif, dan adaptif.
Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan sistem
kesehatan yang tangguh untuk menghadapi tantangan masa depan. Kebijakan yang
berorientasi pada solusi komprehensif menjadi kunci dalam mewujudkan visi sistem
kesehatan yang adil dan berdaya guna.

Kesimpulan

Perubahan Undang-Undang Kesehatan di Indonesia mencerminkan dinamika
sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Seiring dengan
waktu, berbagai revisi dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi kesehatan dapat
mencakup tantangan baru, seperti peningkatan kualitas pelayanan, akses universal
terhadap kesehatan, dan perlindungan terhadap penyakit menular. Reformasi ini
menunjukkan upaya pemerintah untuk merespons perubahan zaman serta komitmen
dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan yang baik.

Dampak dari perubahan ini dapat dilihat secara langsung dan tidak langsung
terhadap berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Penyelarasan undang-
undang mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan, peningkatan akses bagi
masyarakat di daerah terpencil, serta penguatan kerangka kerja untuk pengelolaan
sumber daya manusia kesehatan. Namun, implementasi kebijakan seringkali
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menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur, pendanaan, dan
ketimpangan wilayah, yang dapat memengaruhi efektivitas undang-undang tersebut.

Implikasi dari perubahan undang-undang ini juga menyentuh aspek sosial dan
ekonomi masyarakat. Regulasi kesehatan yang lebih baik diharapkan dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta penguatan
investasi di sektor kesehatan. Namun, tantangan tetap ada berupa resistensi dari
kelompok tertentu, kesenjangan komunikasi kebijakan, dan perlunya kolaborasi lintas
sektor untuk memastikan keberlanjutan reformasi dalam menciptakan sistem
kesehatan yang inklusif dan berdaya tahan.
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